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PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN  

PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA 

NOMOR 08 TAHUN 2016 

TENTANG 

PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN  

BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN 

TENAGA KERJA INDONESIA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN  

TENAGA KERJA INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 7 

Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan 

Pemberantasan Korupsi Tahun 2015, guna mewujudkan 

lingkungan yang bebas dari korupsi, kolusi dan 

nepotisme serta peningkatan kualitas pelayanan publik, 

perlu dilakukan upaya pencegahan yang dilaksanakan 

secara konsisten dan berkesinambungan melalui 

pembangunan zona integritas di lingkungan Badan 

Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 

Indonesia; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan 

Tenaga Kerja Indonesia tentang Pedoman Pembangunan 

Zona Integritas di Lingkungan Badan Nasional 

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;    
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

2.  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran  

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3874) sebagaimana telah diubah  dengan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 

3.  Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang 

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di 

Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4445); 

4.  Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4890); 

5.  Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan 

Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 

Indonesia; 

6.  Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang 

Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan 

Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka 

Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 122); 

7.  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang  

Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah 

Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan 
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Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813); 

8.  Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan 

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 

PER.01/KA/I/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga 

Kerja Indonesia; 

9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan 

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 

PER.03/KA/I/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan 

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia; 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN 

PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA TENTANG 

PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI 

LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN 

PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA. 

 

Pasal 1 

Pembangunan zona integritas di lingkungan Badan Nasional 

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tercantum dalam 

Lampiran Peraturan Kepala ini yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Kepala ini. 

 

Pasal 2 

Ketentuan tentang pembangunan zona integritas sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman/acuan dalam 

pelaksanaan pembangunan zona integritas di lingkungan 

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 

Indonesia. 
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Pasal 3 

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 19 Agustus 2016 

 

 KEPALA 

BADAN NASIONAL PENEMPATAN 

DAN PERLINDUNGAN TENAGA 

KERJA INDONESIA, 

 

                      ttd 

 

       NUSRON WAHID 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 26 Agustus 2016 

 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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LAMPIRAN I 

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL 

PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN 

TENAGA KERJA INDONESIA 

NOMOR  08   TAHUN 2016 TENTANG 

PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA 

INTEGRITAS DI LINGKUNGAN BADAN 

NASIONAL PENEMPATAN DAN 

PERLINDUNGAN TENAGA KERJA 

INDONESIA 

 

PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN BADAN 

NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa, menjadi penghambat 

utama tercapainya tujuan pembangunan nasional yaitu terwujudnya 

Indonesia yang adil dan merata. Upaya penindakan korupsi harus 

diimbangi dengan upaya pencegahannya. Pemerintah telah berupaya 

melakukan berbagai upaya pencegahan yang dituangkan melalui 

Peraturan Presiden dan Instruksi Presiden. Untuk mensinergikan kegiatan 

pencegahan korupsi, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas 

pelayanan publik, maka Pemerintah telah menetapkan kebijakan 

pembangunan zona integritas yang ditindaklanjuti dengan pencanangan 

pembangunan zona integritas oleh Badan Nasional Penempatan dan 

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia tanggal 20 Januari 2014 yang 

dilanjutkan dengan penandatanganan Pakta Integritas oleh Kepala Badan 

Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dan 

seluruh Pejabat Eselon I, II, dan para Kepala BP3TKI/LP3TKI yang 

merupakan komitmen untuk tidak melakukan korupsi. 

Sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan zona integritas telah 

ditetapkan suatu indikator dengan pemberian penghargaan berupa 

predikat Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan 

Melayani. Sebelum peringkat Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah 
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